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ABSTRAK
Nama : Arif Usman
Program Studi : lImu Hukum
Judul : Peran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Untuk
Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Periode Tahun 2004-2009

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI
dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI
Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung
fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi
oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada
keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009. Hasil yang diharapkan dari penelitian
ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Setjen DPR
dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR
periode tahun 2004-2009 Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas
dari Setjen DPR adalah menyelenggarakan dukungan keahlian, administratif dan
teknis kepada DPR. Dukungan Setjen DPR RI di bidang Legislasi, yang merupakan
salah satu fungsi utama Dewan belum dapat menghasilkan produk secara optimal.
Hal ini tergambar dalam pelaksanaan tugas DPR RI periode 2004-2009 dari 122
RUU yang telah diselesaikan belum didukung sepenuhnya oleh Naskah Akademik
maupun pendampingan dalam pembahasan RUU melalui rapat-rapat di
Komisi/Pansus. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya sumber daya
pendukung keahlian bidang legislasi. Struktur kelembagaan dan pengorganisasian
Sekjen DPR masih menjiplak sistem kesekretariatan di departemen-departemen di
lembaga eksekutif dan diatur dalam Peraturan Presiden, pengaturan fungsi legislasi
dalam Tata Tertib DPR belum rinci dan sistematis terutama pengaturan mengenai
pemberian dukungan Setjen DPR. Penulisan tesis ini menggunakan metode
penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data
sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
perundang-undangan (statue approach).

Kata kunci: Setjen DPR, Dukungan Keahlian, Legislasi
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ABSTRACT
Name : Arif Usman
Study Program : Law
Title : The role of the Secretariat General of the House of Representatives

of the Republic of Indonesia in Providing Expertise Support
Strengthening Legislation Function Parliament of the Republic of
Indonesia Year Period 2004-2009.

Problems in this study is how the role of Secretary General of Parliament in
providing expertise to support the strengthening of legislative function of Parliament
2004-2009 period, whether the structure and system of the Parliament Secretariat
General support functions legislation Parliament in 2004-2009 period and whether
the constraints faced by the Secretariat General of Parliament in support of expertise
in the field of legislation on the membership of the period of 2004-2009. The
expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the
Parliament Secretariat General in providing support expertise for strengthening the
function of legislation the House the period of 2004-2009 as the research results can
be concluded that the duty of the Secretary General of the House is organizing
support expertise, administrative and technical support to the House. Support
Secretary General House of Representatives in the field of legislation, which is one
of the main functions of the Council have not been able to produce optimally. This is
reflected in the implementation of the tasks the Parliament the 2004-2009 period
from 122 bill that has been resolved yet fully supported by the Academic Paper and
facilitation of the discussion of the bill through meetings at the Commission /
committee. One reason is the limited resources of expertise supporting the field of
legislation. Institutional structure and organization of the Secretary General of the
DPR still plagiarizing secretarial system in the departments in the executive and
regulated in Presidential Regulation, setting the legislative function in the Discipline
of the House has not been particularly detailed and systematic arrangements for
providing support to the Parliament Secretariat General. Writing this thesis using the
method of juridical normative research is research done by examining secondary
data or library materials and approach used is the approach to legislation (statue
approach).

Keywords: Secretary General, Support Expertise, Legislation
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR PERMASALAHAN

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Presiden’
dan setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)?, hal ini menekankan pada legislative heavy® dan DPR
sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu untuk menjalankan
pemerintahan atas nama rakyat, hal tersebut mencerminkan bahwa Negara
Indonesia menganut paham demokrasi.

Perubahan tersebut secara khusus telah menempatkan posisi DPR sebagai
pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang sebelumnya kekuasaan
tersebut berada di tangan Presiden. Perubahan paradigma pemegang kekuasaan
membentuk Undang-Undang pada dasarnya menguatkan posisi DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat, meskipun perubahan tersebut tidak menghapus

keberadaan Presiden untuk turut membentuk Undang-Undang.’

! pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen
2 Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Dasar Tahun 1945 setelah amandemen

* Problem paradigma inipun muncul ketika bicara soal lembaga legislatif. Waktu amandemen UUD
pertama kali dilakukan pada 1999, muncul keinginan kuat untuk membatasi kekuasaan presiden
sebagai akibat dari “trauma” politik kekuasaan presiden yang berlebihan dalam UUD 1945 sebelum
diamandemen. Namun alih-alih menciptakan keseimbangan kekuasaan (checks and balances), yang
dihasilkan justru sebuah konstitusi yang bersifat legislative heavy. Ini terlihat dari kekuasaan legislatif
yang melingkupi mulai dari pembuatan undang-undang sampai wewenang kontrol yang diterjemahkan
sampai pada keharusan bagi setiap duta besar negara lain yang dikirim ke Indonesia.

* Pataniari Siahaan, Membangun Kerangka Politik Perundang-undangan Yang Jelas dan Terarah
Melalui Program Legislasi Nasional, Proceeding Workshop dan FGD Prolegnas Sebagai Politik
Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Baleg DPR RI, 21-22 Mei 2008), hal. 71.
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1
ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia 4dalah negara hukum (rechtsstaat).”
Sebagai negara hukum maka Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi
hukum, mengakui persamaan kedudukan di dalam hukum dan menjadikan hukum
sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara®

Upaya untuk membangun sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan
dari kerangka fungsi legislasi yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam
konstitusi. Sesuai ketentuan dalam, DPR merupakan pemegang kekuasaan
pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan perubahan mendasar, karena
menempatkan DPR sebagai pelaku sentral dalam pembentukan undang-undang.’

Pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden kepada
DPR, merupakan langkah konstitusional, yang berarti meletakkan secara tepat
fungsi-fungsi yang ada pada lembaga pemegang kekuasaan negara yang terdiri
atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pergeseran kekuasaan
membentuk undang tersebut secara langsung meningkatkan beban dan
tanggungjawab DPR, serta menunjukkan bahwa peran DPR dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia menjadi semakin signifikan dalam upaya menyalurkan
aspirasi masyarakat.

Adanya perubahan kekuasaan membentuk undang-undang tersebut, DPR
harus mampu berperan aktif dan produktif dibanding sebelum perubahan Undang-
Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Itu sebabnya,
setelah perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 atau tepatnya tahun

5 Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6Jika di kaitkan dengan pendapat Jon Elster dan Rune Yang dominan dalam perspektif Rechtstaat
adalah sudut pandang negatif yaitu proteksi pada warga sendiri terhadap penyalahgunaan kekuasaan
dengan negara. Bukan berarti Negara dikelola oleh prinsip-prinsip rechtstaat, tetapi sama dan
metodenya dikontrol. Lihat Jon Elster and Rune Slagstad,eds, Constitutionalism and Democracy
(Cambridge University Press,1997) at 276 dalam Satya Arinanto, Politik Hukum 1, (Program
Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Edisi Pertama Jakarta: 2008), hal. 276.

" Lihat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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2000,disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004.2
Fungsi DPR dijabarkan dalam dalam konstitusi sebagai berikut:’

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan.

(2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal
lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

(3) Selain hak-hak yang diatur dalam Pasal-Pasal lain Undang-Undang Dasar ini
setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempuyai hak mengajukan
pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.

(4) Ketentuanlebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian UUD 1945 secara konstitusional menetapkan DPR

mempunyai 3 (tiga) macam fungsi, yaitu'®:
1. fungsi legislatif atau pembuatan undang-undang (legislatif of law making
function);

2. fungsi anggaran (budgeter function); dan
3. fungsi pengawasan (control function).

Fungsi legislasi atau fungsi pembuatan undang-undang yang dimiliki oleh
DPR mempunyai kaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh DPR. Adapun hak-
hak DPR yang berkaitan dengan fungsi legislasi adalah hak amandemen dan hak
inisiatif. Fungsi legislasi DPR juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 21 UUD

1945 yang berbunyi: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan

® yang di dalamnya secara tegas mengatur bahwa dalam rangka terciptanya harmonisasi peraturan
perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, maka
kegiatan pokok pengembangan hukum dilakukan antara lain dengan (1) menyusun undang-undang
yang mengatur

tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dengan membuka kemungkinan untuk
mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum
adat; (2)

menyempurnakan mekanisme hubungan antara pemerintah dan DPR dalam rangka pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi perubahan Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 UUD
1945; dan (3) meningkatkan peran Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

% Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¥Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945,
(Yogyakarta: Liberty, 1994) , hal. 5.
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usul Rancangan Undang-Undang.”** Hak inilah yang secara konstitusional lazim
disebut hak inisiatif DPR di bidang perundang-undangan. Seperti Presiden yang
berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang, anggota DPR-pun secara
sendiri-sendiri dapat berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang
asalkan memenuhi syarat, yaitu jumlah anggota DPR yang tampil sendiri-sendiri'?
itu mencukupi jumlah persyaratan minimal yang ditentukan oleh Undang-
Undang.™

Khusus mengenai tugas dan wewenang DPR dipertegas dalam ketentuan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
(Tatib DPR) sebagai berikut:**

a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama;

b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap peraturan
pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk
menjadi undang-undang;

C. menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah;

d. membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf c
bersama Presiden dan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR
dan Presiden;

e. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber

1 Lihat Pasal 21 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang dimaksudkan dengan perkataan”sendiri-sendiri” di sini adalah bahwa ketika menjadi
pemrakarsa, setiap anggota DPR itu tidak tergantung kepada fraksinya, melainkan tampil sebagai
pribadi anggota DPR secara sendiri-sendiri. Tetapi jumlah mereka diharuskan mencukupi jumlah
minimal menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

3Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta:
Konstitusi Press, 2006, hal. 137.

¥ Lihat ketentuan Pasal 6 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR
R1/1/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan
bersama antara DPR dan Presiden;

. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang
APBN dan rancangan undang undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
dan agama;

. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan
memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang
diajukan oleh Presiden;

. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN;

. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD
terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama;

j. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi
kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau
mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang;

k. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan
abolisi;

. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat duta besar
dan menerima penempatan duta besar negara lain;

m. memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

0. memberikan  persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian anggota Komisi Yudisial;

p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial

untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

. memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden
untuk diresmikan dengan keputusan Presiden;

. memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara;

. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
dan
melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang.

—
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Di samping itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota
DPR dibekali dengan hak-hak tertentu yang diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat
(1) Tata Tertib (Tatib) DPR, sebagai berikut: *°

a. mengajukan usul rancangan undang-undang;
b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan pendapat;

d. memilih dan dipilih;

e. membela diri;

f. imunitas;

g. protokoler; dan

h. keuangan dan administratif.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Tatib DPR juga disebutkan bahwa anggota DPR
mempunyai kewajiban sebagai berikut:*®

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;

b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan menaati peraturan perundang-undangan;

c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan

golongan;

memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara;

menaati tata tertib dan kode etik;

menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan Kkerja

secara berkala;

J. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen
di daerah pemilihannya.

- SDQ —ho

Perubahan dalam sistem Kketatanegaraan negara Republik Indonesia
tersebut pada dasarnya menguatkan posisi DPR sebagai lembaga perwakilan

rakyat meskipun tidak menghapus keberadaan Presiden untuk turut membentuk

5 Lihat Pasal 13ayat (1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR
RI1/1/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

18 | ihat Pasal 13ayat (2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 08/DPR
R1/1/2005-2006 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
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Undang-Undang.?’” Perubahan tersebut juga membawa konsekuensi bahwa DPR
lebih proaktif dalam pembentukan Undang-Undang walaupun dalam prosesnya
tetap melibatkan Presiden melalui mekanisme pembahasan untuk mendapatkan
persetujuan bersama.’® Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 71 huruf a
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD™
yang berbunyi: “DPR mempunyai tugas dan wewenang membentuk Undang-
Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Walaupun sudah terdapat pergeseran kekuasaan pembentukan Undang-
Undang yang saat ini berada di tangan DPR, sebagai lembaga DPR belum banyak
mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai perwujudan hak
inisiatifnya. Hal ini dapat dilihat dari kinerja DPR masa bakti 2004-2009 dalam
bidang legislasi berdasarkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2005-
2009. Prolegnas 2005-2009 hanya berhasil mengesahkan 193 dari 269 judul RUU
yang telah ditetapkan atau hanya sekitar 71,7 % (tujuh puluh satu koma tujuh
persen) saja. Dari 193 judul Undang-Undang yang berhasil disahkan sebenanya
hanya 76 yang benar-benar berada dalam jumlah daftar Prolegnas. Sisanya berasal
dari 11 RUU Non-Prolegnas, 58 daftar RUU kumaltif terbuka tentang
pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 9 daftar RUU kumaltif
terbuka tentang pengesahan perjanjian internasional (di luar daftar Prolegnas, 7
daftar RUU kumulatif terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, 16 daftar
RUU tentang APBN, 4 daftar RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, dan
12 daftar RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang.”

Ypataniari Sihaan, Membangun Kerangka Politik Perundang-Undangan Yang Jelas dan Terarah
Melalui Program Legislasi Nasional, Proceeding Workshop dan FGD Prolegnas Sebagai Politik
Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: Baleg DPR RI, 2008), hal.7.

8Jimly Ashiddigie, Op.Cit., hal 72.

¥ embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043.

“Evaluasi Prolegnas 2005-2009, (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2009) hal.62-63.
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Ironisnya dari 76 jumlah RUU dalam daftar Prolegnas yang telah disahkan
menjadi Undang-Undang, hanya 31 saja yang berasal dari usul inisiatif DPR.
Sisanya sebanyak 45 Undang-Undang berasal dari Pemerintah?'. Beberapa faktor
obyekif menjadi penyebabnya, vyaitu’s Pertama, bahwa Presiden selaku
pemegang kekuasaan pemerintahan lebih mengetahui berbagai hal menyangkut
penyelenggaraan pemerintahan itu. Kedua, Presiden dilengkapi dengan aparat
yang lengkap sedangkan DPR tidak. Ketiga, Tata Tertib DPR sendiri menetapkan
prosedur yang sangat sulit.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945,
diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya
Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan
Pengelolaan Program Legislasi Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 68
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden. Berdasarkan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah , untuk melaksanakan fungsi dan tugas DPR,
ditetapkan Peraturan Tata Tertibo DPR . Dalam peraturan tata tertib ini dimuat
mekanisme pembentukan undang-undang dan juga ketentuan yang berkaitan
dengan Sekretariat Jenderal dan/atau Badan fungsional sebagai unsur pendukung.

Tata cara pembahasan rancangan undang-undang dari periode ke peroide
DPR khususnya periode 2004-2009 senantiasa diatur dalam undang-undang
dan/atau peraturan tata tertib, tetapi dari ketentuan yang ada, belum ditemukan
adanya pengaturan yang jelas dan rinci berkaitan dengan sistem pendukung

legislasi.

“!1bid. hal. 65

?’Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong, Ed., Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 8.
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Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen
DPR-RI) mempunyai peran strategis dalam mendukung kinerja DPR khususnya
dalam bidang legislasi karena Setjen DPR-RI yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia mempunyai tugas
menyelenggarakan dukungan teknis, administratif, dan keahlian.?®

Dari waktu ke waktu sejak struktur organisasi dibentuk tahun 1984, 1994,
1997, 1999, 2000 sampai dengan 2005 perubahan secara empirik terus dilakukan
oleh Sekretariat Jenderal DPR RI melalui serangkaian penyempurnaan
manajemen perubahan struktur organisasi, penataan sumber daya manusia
(SDM), penyusunan kerangka kerja dan pedoman operasional manajerial, namun
seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kinerja DPR RI, melalui TAP MPR
Nomor VIII/MPR/2000 tentang laporan tahunan lembaga tinggi negara
merekomendasikan “Perlunya dukungan Tenaga Ahli bagi Anggota dan komisi,
peningkatan peran Humas untuk mengkomunikasikan, menginformasikan dan
mensosialisasikan seluas-luasnya kegiatan Anggota kepada masyarakat”.**

Secara legal formal, ditentukan bahwa Setjen DPR-RI adalah aparatur
pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.?> Selanjutnya dinyatakan
pula, Setjen DPR-RI bertugas menyelenggarakan dukungan teknis, administratif,
dan keahlian kepada DPR.? Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Setjen
DPR- Rl memiliki fungsi:

2 Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia

? Lihat TAP MPR Nomor VIII/MPR/2000 Tentang Laporan Tahunan Lembaga Tinggi Negara. Dalam
TAP ini menyebutkan perlunya melakukan re-strukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI
dengan membentuk institusi yang mempunyai tugas khusus mendukung fungsi anggaran dan legislasi.
% pasal 1 ayat 1 Perpres no. 23 Tahun 2005 jo. pasal 1 Persekjen nomor 400/SEKJEN/2005

% pasal 2 dan 3 Perpres Nomor. 23 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Indonesia
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a. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di
lingkungan Setjen DPR
b. pemberian dukungan teknis, administratif, dan keahlian di bidang perundang-
undangan, anggaran, dan pengawasan kepada DPR
c. pembinaan dan pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan DPR.
Dukungan keahlian di bidang legislasi dilaksanakan oleh Deputi
Perundang-undangan (Deputi PUU) yang di bentuk berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dan Peraturan Setjen DPR-RI Nomor
400/Sekjen/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR-RI
Deputi PUU dibantu oleh 3 (tiga) biro, yaitu:*’
1. Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Politik Hukum, HAM, dan
Kesejahteraan Rakyat (Biro PUU Polhukhamkesra)
2. Biro Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
Perdagangan (Biro PUU Ekkuindag)
3. Biro Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Biro Panlak)

Di setiap Biro PUU terdapat tenaga Perancang Peraturan Perundang-
undangan® (Legislative Drafter) yang secara khusus memberikan dukungan
keahlian dalam bidang perancangan peraturan perundang-undangan. Di samping
itu, untuk memaksimalkan dan memperkuat dukungan kepada DPR dalam

°" Lihat Pasal 4 Persekjen nomor 400/SEKJEN/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

%8 Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah Pegawai Negeri Sipil yang tugas,tanggung jawab,
wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun
rancangan peraturan perundang-undangan dan atau instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah,
Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan
Angka Kreditnya
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pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, Deputi PUU dibantu oleh
peneliti, ® pustakawan dan arsiparis,® pranata komputer,®* dan transkriptor.

Perancang Peraturan Perundang-undangan,Peneliti, Pustakawan dan
arsiparis, dan pranata komputer merupakan tenaga atau jabatan fungsional®” yang
dibentuk oleh Setjen DPR untuk memberikan dukungan keahlian dalam rangka
penguatan fungsi legislasi dewan.

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good governance)
merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi
masyarakat dan mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI

1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

*® Peneliti adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang tugasnya berkaitan dengan penelitian,
peningkatan atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional yang berhubungan dengan
bidang penelitian dan perekayasaan dan melakukan kegiatan teknis yang berhubungan dengan
penelitian dan perkayasaan, Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999
Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

% pustakawan termasuk ke dalam rumpun jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan dan yang
berkaitan. Yang dimaksud dengan Rumpun Arsiparis, Pustakwan, dan yang berkaitan adalah rumpun
jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya berhubungan dengan penelitian,
peningkatan, atau pengembangan konsep, teori, dan metode operasional serta penerapan ilmu
pengetahuan di bidang pengembangan dan pemeliharaan dan pemeliharaan koleksi arsip,
perpustakaan, museum, koleksi benda seni dan benda sejenis serta pelaksanaan kegiatan teknis yang
berhubungan dengan kearsipan dan kepustakaan, Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil.

3! Pranata Komputer termasuk ke dalam rumpun jabatan fungsional kekomputeran. Yang dimaksud
dengan pranata komputer adalah rumpun jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang kegiatannya
berhubungan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional
serta penerapan ilmu pengetahuan di bidang perencanaan, pengembangan, dan peningkatan sistem
yang berbasis komputer, pengembangan perangkat lunak, prinsip dan metode operasional,
pemeliharaan kamus data dan sistem manajemen database untuk menjamin integritas dan keamanan
data;serta membantu pengguna komputer dan perangkat lunak standar, mengontrol dan
mengoperasikan komputer dan peralatannya;melaksanakan tugas-tugas pemrogaman Yyang
berhubungan dengan pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Lampiran
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil.

%2 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pasal 1 angka 1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil.
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pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan hal di atas, Ketetapan MPR-RI No XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai tindak lanjut TAP
MPR tersebut juga mengamanatkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
dan legitimate dalam proses penyelenggaraan Negara. Menurut Penjelasan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan Pasall ayat (2) UUD
1945.%

Berdasarkan latar permasalahan di atas, penulis tertarik untuk menulis
mengenai : Peran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Dalam Memberikan Dukungan Keahlian Untuk Penguatan Fungsi
Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun
2004-20009.

B. PERMASALAHAN
Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian
untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009?
2. Apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-
RI periode tahun 2004-2009?

% Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
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3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan
kehalian dalam bidang legislasi pada keanggotaan Dewan periode tahun 2004-
2009 ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Setjen DPR-RI dalam memberikan
dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI periode tahun
2004-20009.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis struktur dan sistem Setjen DPR-RI dalam
mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-20009.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR
dalam memberikan dukungan kehalian dalam bidang legislasi pada

keanggotaan Dewan periode tahun 2004-2009

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Praktis
Bagi Setjen DPR, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang
berguna untuk meningkatkan Kinerja dalam memberikan dukungan keahlian
kepada DPR dalam penguatan fungsi legislasi. Bagi penulis, seluruh rangkaian
kegiatan dan hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan
fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti program perkuliahan IImu
Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

2. Kegunaan Akademis
Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih
untuk pengembangan hukum tata negara serta dapat dijadikan dokumen

akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademika.
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E. METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu
penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka,
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam
hukum positif**. Sifat diskriptif ditujukan untuk menggambarkan kebijakan,
pengaturan, dan pelaksanaan fungsi keahlian sekretariat jenderal. Sedangkan sifat
eksplanatoris ditujukan untuk menjelaskan kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan
fungsi keahlian sekretariat jenderal tersebut.
2. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue
approach)®. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan pembentukan Undang-Undang, terutama
pembentukan Undang-Undang usul inisiatif DPR. Pengkajian juga dilakukan
dengan cara mencermati pembentukan Undang-Undang antara DPR dan Pemerintah
dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kedudukan Setjen
DPR-RI.
3. Jenis dan Alat Pengumpul Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang
diperoleh dari bahan pustaka®®. Data sekunder terdiri dari:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2004

#Valerine, J.L.K. Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2009), hal. 409.

*Ibid.

%830erjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.Cit., hal. 13.
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tentang Peraturan Tata Tertib, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini antara lain literatur
mengenai proses pembentukan undang-undang, terutama pembentukan Undang-
Undang yang berasal dari usul inisiatif DPR dan peraturan-peraturan internal
Setjen DPR-RI yang berkaitan dengan dukungan keahlian.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain
kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Black Law Dictionary. Data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan.
4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis.
Maksudnya, fakta-fakta yang ada didiskripsikan kemudian dianalisis
berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif
tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak
terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi
meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya
sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang terkumpul
dipergunakan metode analisis kualitatif’’ yang dilakukan dengan
menginterpretasikan menguraikan, menjabarkan, dan menyusun secara

sistematis logis sesuai dengan tujuan penelitian.

¥Ibid., hal. 32 dan 250.
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F. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teoretis menguraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori

sebagai suatu sistem aneka "theore’ma™ atau ajaran. Dalam penelitian, teori-teori

yang digunakan adalah sebagai berikut:
1. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (The General Priciples of Good
Administration) merupakan suatu bagian pokok bagi pelaksanaan atau realisasi
hukum tata pemerintahan/ hukum administrasi negara dan merupakan bagian
yang penting sekali bagi perwujudan pemerintahan negara dalam arti luas.®

Pemerintahan yang bersih (clean government) adalah bagian integral dari
pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih tidak
dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata lain, bahwa
pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik.

Menurut wiarda, asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sebagai
tendens-tendens etik, yang menjadi dasar hukum tata usaha negara, baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk praktik pemerintahan dan dapatlah
diketahui pula asas-asas itu untuk sebagian dapat diturunkan dari hukum praktik,
sedangkan untuk sebagian secara eviden langsung mendesak kita®®. Wiarda
merumuskan lima asas sebagai berikut:

a. Perlakuan yang adil (Fair Play), menurut asas ini diharapkan untuk terbuka
dan jujur,Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada warga negara
untuk mengemukakan pandangan dan pembelaan mereka.

b. Ketelitian, asas ini menuntut dan perhatian tentang pertimbangan yang layak
terhadap berbagai kepentingan.

c. Kemurnian tujuan, tindakan pemerintah harus ditujukan kepada tujuan yang

diberikan oleh pembentuk undang-undang pada saat wewenang tersebut.

% Kunjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan
Administrasi, Alumni Bandung,1985, hal. 28

¥ G.A Van Polje, Algemene in leiding tot de Bestuurkunde: deel VI Handenleerbook der

Bestuurwetenschappen, 1953, hal. 152. (Dalam Pidato Pengukuhan Ateng Syafrudin sebagai Guru
Besar pada Fakultas Hukum Unika Parahyangan 11 Mei 1991)
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d. Keseimbangan, Artinya semua kepentingan yang terlibat dalam suatu
keputusan harus dipertimbangkan dengan seimbang termasuk dalam
pengertian ini adalah kesewenang-wenangan yaitu tidak dipertimbangkannya
berbagai kepentingan, atau kurang teliti terhadap perkara yang sama.

e. Kepastian hukum, Asas ini mengharapkan administrasi negara berpedoman
pada peraturan yang dibuatnya, toleransi terhdap penyimpangan dilakukan
berdasarkan keadilan khusus.*

Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang
akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik*! dan
asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma mengikat yang
menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance. Sinergitas antara
good governance dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik menciptakan
pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan pemerintahan yang berwibawa.

Konsep pemerintahan yang baik awal mulanya tidak dikenal dalam Hukum
Administrasi, maupun dalam Hukum Tata Negara bahkan dalam llmu Politik.
Konsep tersebut lahir dari lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang awal
mulanya dari Organisation For The Economic Cooperation and Development
(OECD). Carolina dalam Governance Civil Society and Democracy)** merinci

komponen Good Governance ke dalam:

0 A.M.A Maassen, Der algemenebeginselen van Behoorlijk bestuur, V. Alphenaan Denrijn: NN,
Samsomn tanpa tahun, hal. 26 Dalam Safri Nugraha Dkk, Hukum Adminitrasi Negara, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 64.

*t Ardi Partadinata, Makna Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Jurnal Berdikari
Vol. 1 No.6 Juni 2003, hal 50. Sumber daya aparat negara sangat menentukan terwujudnya
pemerintahan yang bersih, untuk itu di pundak pemerintah diletakkan good governance, oleh karena
itu penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar atas visioner, transparan, responsive, akuntabel,
professional dan kompeten, efesiensi, dan efektif, desentralisasi, demokrasi, pertisipatif, kemitraan,
supremasi hokum, komitmen,pada pengurangan pada kesenjangan, komitmen pada tuntutan pasar dan
komitmen pada lingkungan hidup.Keseluruhan inilah yang menjadi prinsip Good Governance. Dan
prinsip-prinsip tersebut baru bias dapat bersinergi manakala ketiga substruktur good governance
(swasta. Pemerintah, dan masyarakat) tumbuh berkembang secara serasi, selaras dan seimbang serta
check and balances.

2 Philipus M. Hadjon, Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam

Meritokrasi Vol. 1 No 1, 2002, Hal 9, bahwa komponen good governance dikenal mulai akhir perang
dingin. Kolapsnya soviet union sebagai symbol Negara totaliter dan system ekonomi yang terencana
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Human right observance and democracy

Market reform

Bureaucratic reform (corruption and transparency)

Environmental protection and sustainable development

Reduction in military and defence expenditures and non-production of
weapon of massdestruction.

arONOE

Selain OECD, United Nation Development Program (UNDP) sebagai
badan dunia juga mengemukakan komponen good governance yang meliputi:

participation

Rule of law

Transparancy
Responsiveness

Consensus orientation
Equity

Effectiveness and Effeciency
Accountability

Startegic vision®

©CoNolsWNE

Prof. Bintoro Tjokroamidjojo*, menyatakan bahwa yang dimaksudkan
dengan good governance adalah terdapatnya beberapa unsure untuk dapat
terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam rangka
peningkatan mutu pelayanan masyarakat. Di mana unsur-unsur tersebut harus
dapat ditegakkan sehingga akan dapat tercapai sebagaimana yang dimaksudkan,
serta diamanahkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme . Adapun
unsur-unsur tersebut antara lain :

1. Akuntabilitas (accountability)
Tanggung gugat dari pengurusan /penyelenggaraan, dari governance yang

dilakukan. Menurut LAN akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan

secara sentralistik. Kemudian berkembang dengan kemenangan demokrasi liberal dan ekonomi pasar.
Yang sasaran utamanya pada Organization for the Economic Coorporation and Development.

* Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak dalam mewujdukan pemerintahan
yang bersih,Penerbit PT. Kreasi Total Media, 2008, hal 89

* Bintoro Tjokroamidjojo, 1995, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, hal. 52
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pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas ada akuntabilitas
politik, keuangan dan hukum.

2. Transparansi (transparancy)

Transparansi yaitu dapat diketahuinya oleh banyak pihak (yang berkepentingan
mengenai perumusan kebijaksanaan (politik) dari pemerintah, organisasi, badan
usaha. Tender pelelangan dan lain-lain dilakukan secara transaparan.

3. Keterbukaan (openes)

Pemberian informasi secara terbuka, terbuka untuk open free suggestion, dan
terbuka terhadap eritic yang merupakan partisipasi. Keterbukaan bisa meliputi
bidang politik dan pemerintahan.

4. Aturan Hukum (Rule of Law)

Keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha berdasar hukum
(peraturan yang sah). Jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat
terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Juga dalam social economic
transaction. Conflict resolution berdasar hukum (termasuk arbitrase). Institusi
hokum yang bebas, dan Kinerjanya yang terhormat ( an independendt
judiciary). Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik sebagai infrastuktur good

governance.

2. TEORI BIROKRASI

Birokrasi dalam literature ilmu administrasi, sering dipergunakan dalam
beberapa pengertian. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh pengertian yang sering
terkandung dalam istilah birokrasi, yaitu : (1) organisasi rasional (rational
organization); (2) ketidakefisienan organisasi (organizational inefficiency); (3)
pemerintahan oleh para pejabat (rule by officials); (4) administrasi negara (public
administration); (5) administrasi oleh para pejabat (administration by officials);
(6) bentuk organsiasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki serta
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peraturan-peraturan; (7) salah satu ciri masyarakat modern yang mutlak (an

essential quality of modern society).*

Ciri-ciri pokok struktur birokrasi menurut tipe ideal Max Weber adalah
berikut :

1) Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan didistribusikan melalui cara yang telah
ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi. Pembagian tugas secara tegas
memungkinkan untuk mempekerjakan hanya ahli-ahli dengan kekhususan
tertentu pada jabatan-jabatannya dan membuat mereka bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif.

2) Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarkis, yaiut unit lebih rendah
dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan pembinaan unit lebih
tinggi. Setiap pejabat yang berada dalam hirarki administrasi dipercaya oleh
para atasannya untuk bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan
tindakan yang dilakukan oleh bawahannya .

3) Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu system peraturan abstrak yang konsisten
dan mencakup penerapan aturan-aturan ini dalam kasus-kasus tertentu.
Sistem pedoman dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam
pelaksanaan setiap tugas, terlepas dari berapapun banyaknya pegawai yang
terlibat di dalamnya serta mengkoordinasikan tugas-tugas yang beraneka
ragam.

4) Seorang pejabat ideal melaksanakan tugasnya dengan semangat ““sine ira et
studio™ (formal dan tidak bersifat pribadi), tanpa perasaan kasih saying atau
antusiasme. Pedoman rasional mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas
tanpa dicampuri hal-hal pribadi. Dalam menghadapi para klien, organisasi
harus menampilkan pendekatan yang tidak memiliki ikatan.

5) Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi
teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan sepihak. Pekerjaan dalam

suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karier serta terdapat

45 Dikutip dari Syukur Abdullah,”Budaya Birokrasi di Indonesia” dalam alfian dan Nazaruddin Syamsuddin, Profil Budaya Politik Indonesia, Grafiti Press,
Jakarta, 1991,hlm.225
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system kenaikan pangkat yang di dasarkan baik senioritas, prestasi maupun
gabungan antara keduanya.

6) Pengalaman universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe organisasi
administrative murni bersifat birokratis, dan di lihat dari dari sudut pandang
teknis mampu mencapai efesiensi tertinggi. Perbedaan antara mekanisme
birokratis yang telah berkembang secara berpenuh dengan organisasi-
organsiasi lainnya adalah ibarat mesin dengan cara-cara produksi non
mekanis.*

Adapun tipe ideal birokrasi yang digambarkan Weber tersebut dapat
dirangkum dalam empat ciri utama yaitu :

1. A hierarchical structure involving delegation of authority from the top
to the bottom of an organization;

2. Aseries of officials positions offices, each having prescribed duties and
responsibilities;

3. Formal rules, regulations and standards governing operations of the
organization ang behavior of its members; dan

4.  Tecnically qualified personel employed on a career basis, with
promotion based on qualitifications and performance.”’
Hukum public dan Pemerintahan menyebutkan tiga elemen sebagai

“Kewenangan birokrasi, yaitu :

There is the principle fixed and official jurisdictional areas, which are
generally ordered by rules, that is, by laws or administrative regulations. 1.
The regulation activities required for purposes of the bureaucratically
governed structure are distributed in a fixed way as official duties; 2. The
authority to give the commands required for the discharge of these duties is
distributed in a stable way an is strictly delimited by rules concerning the
coercive means, physical sacerdotal, or otherwise, which may be placed at the
disposal of officials; 3. Methodical provision is made for the regular and
continous fulfillment of these duties an for the execution of the corresponding

46 Max Weber, The Theory of Social and economic Organization” dalam Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Ul
Press, Jakarta, 1987, him. 27-34

47 Priyo B Santoso, Birokrasi Pemerintahan Orde Baru: Perspektif Kultural dan Struktural, Raja Grafindo Persada, 1999, hal. 18
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rights, only persons who have generally regulated qualifications to serve are
employed. *

Birokrasi merupakan keseluruhan organisasi pemerintah  yang
menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi Pemerintah di
bawah Departemen dan Lembaga non Departemen, baik di tingkat pusat
maupun daerah, seperti halnya propinsi, kabupaten dan kecamatan, bahkan
sampai ke tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan perbedaan tugas pokok atau
missi yang mendasari organisasi, sekurang-kurangnya dapat diberikan tiga
kategori:

a. Birokrasi pemerintah umum, yaitu rangkaian organisasi pemerintahan yang
menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara
ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah (Provinsi,
kabupaten, kecamatan dan desa). Tugas-tugas tersebut lebih bersifat
“mengatur” (regulative function).

b. Birokrasi pembangunan yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan

salah satu bidang atau sector khusus guna mencapai tujuan pembangunan,

seperti halnya pertanian, kesehatan, pendidikan, industry dan lain-lain.

Fungsi pokoknya adalah fungsi pembangunan (development function) atau

fungsi adaptasi (adaptive function).

Birokrasi pelayanan, yaitu unit organisasi yang pada hakekatnya merupakan

bagian atau langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam kategori ini

dapat disebut antara lain : rumah sakit, sekolah (mulai dari SD sampai

SLTA), kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa, kantor atau unit pelayanan

department social, transmigrasi dan berbagai unit organisasi lainnya yang

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Fungsi utamanya ialah
pelayanan langsung kepada masyarakat dan disebut birokrasi di lapangan.

Wajah birokrasi atau pemerintah secara umum di tentukan oleh peranan

mereka dalam menjalankan tugasnya.*

46. H.H.Garth and C. Wright Mills, From Max Weber: Essay in Sociology, Oxford University Press, New York, 1958,him. 196-197
49 Syukur Abdullah, op cit, him. 229-230
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3. Teori Organisasi

Dalam kaitannya dengan peran dan fungsi Setjen DPR dalam
memberikan dukungan keahlian di bidang legislasi, dalam penelitian ini juga
akan dimasukkan mengenai teori organisasi. Demokratisasi dalam kehidupan
organisasional memang merupakan kebutuhan social yang perlu terus
dikembangkan karena dengan demikian organisasi akan terus berkambang pula
yang pada gilirannya meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan
hidup dan penghidupan modern. Dinamika organisasional itu dapat dan harus
terus menerus ditingkatkan dengan semakin menyadari bahwa paling sedikit
empat variable organisasional yang saling berinteraksi, yaitu:

1. tugas yang harus dilaksanakan;

2. para actor yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya;
3. tekhnologi yang dapat dan perlu dimanfaatkan;

4. struktur organisasi sebagai pewadah ketiga hal di atas.

Organisasi Sebagai Sistem Yang Rasional. Teori organisasi modern
mengajarkan bahwa seirama dengan rasionalitas manusia yang membentuk
berbagai jenis organisasi dalam rangka pemuasan kebutuhannya yang semakin
kompleksm, organisasi merupakan suatu sistem yang rasional pula. Rasional
dalam arti bahwa ada dasar-dasar pemikiran ilmiah yang dijadikan landasan dan
pertimbangan dalam membentuk organisasi. Rasionalitas yang biasanya
dipergunakan dalam menciptakan dan menjalankan roda organisasi adalah:

1. Efektifitas.

Alasan utama mengapa efektifitas menjadi salah satu dasar
pembentukan dan penyelenggaraan organisasi adalah oleh karena eksistensi dan
pertumbuhan organisasi akan lebih terjamin apabila organisasi yang
bersangkutan dapat mengemban misi dan melaksanakan tugasnya dengan
tingkat ketangguhan yang tinggi.

2. Efisiensi

Teori organisasi modern selalu menekankan pentingnya orientasi

efisiensi dalam menjalankan roda organisasi. Dasar pemikiran utama untuk

mendorong peningkatan efisiensi secara terus menerus adalah suasan
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kelangkaan yang dihadapi oleh setiap organisasi dalam semua segi sumber daya

dan dana.

3. Produktivitas

Dengan penggunaan model "input-transformasi dan output” yang telah
disinggung dalam bagian lain, jelas terlihat bahwa meningkatkan efisiensi kerja
dalam organisasi bukan sekedar melakukan penghematan dalam penggunaan
dan pemanfaatan sumber daya dan daya yang tersedia. Peningkatan efisiensi
amat erat hubungannya dengan peningkatan produktivitas kerja, baik ditinjau
dari sudut pandang organisasi sebagai keseluruhan, maupun dilihat dari segi
prestasi.

4. Rasionalitas

Sasaran rasionalitas, terutama apabila ditinjau dari segi pendekatan
kesisteman,sesungguhnya mencakup seluruh  proses administrasi dan
managemen di samping mencakup pula variabel-variebel organisasional.

Dengan perkataan lain, rasionalitas di tujukan kepada:

a. penentuan tujuan yang hendak dicapai sehingga menjadi realistis sifatnya
dengan memperhitungkan faktor kemampuan organisasi, baik untuk masa
Kini maupun masa yang akan datang.

b. penentuan strategi prganisasi sehingga benar-benar terlihat kaitannya dengan
tujuan yang telah ditetapkan.

C. proses perencanaan agar supaya benar-benar tergambar skala prioritas
kegiatan yang hendakl dilakukan

d. penyusunan program kerja,bukan saja untuk menunjukkan secara jelas
urutan kegiatan yang akan dilaksanakan, akan tetapi juga menggambarkan
hal-hal lain seperti jadwal waktu pelaksanaan dan sumbar daya dan dana
yang diperlukan.

e. penyusunan organisasi baik dalam arti wadah untuk menampung kegiatan
yang menjadi tanggung jawab organisasi untuk melaksamakannya maupun
dalam arti tata kerja serta hubungan kerja antar satuan kerja di dalam

organisasi.
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f. sistem dan mekanisme penggerakkan sumber daya insani di dalam organisasi
khususnya yang menyangkut sistem penggajian dan pengupahan, sistem
jaminan sosial sistem penilaian prestasi kerja, sistem jaminan hari tua dan
sistem pengembangan Karir,

g. teknik dan tata cara melakukan pengawasan dan penilaian untuk lebih
menjamin pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

5. Departementalisasi

Kompleksitas organisasi modern serta perkembangan teknologi yang
demikian pesat memang menuntut berkembangnya spesialisasi dalam
pembagian tugas satuan-satuan kerja dalam organisasi. Berbagai jenis
spesialisasi itulah yang memang mengharuskan adanya departementalisasi.

6. Fungsionalisasi

Fungasionalisasi pada hakikatnya berarti bahwa bagaimanapun
kompleknya organisasi, bagaimanapun struktur organisasi disusun, dan
bagaimanapun cara yang dilakukan untuk pembagian tugas, selalu ada satu
satuan kerja yang secara fungsional paling bertanggung jawab atas
terlaksananya kegiantan tertentu dan juga atas terpecahkannya masalah-masalah
tertentu yang mungkin dihadapi oleh organisasi.

7. Spesialisasi

Telah disinggung di atas bahwa salah satu akibat logis dari kompleksitas
dinamika dan sifat kegiatan organisasi modern, ditambah lagi dengan
pesatnya kemajuan di bidang teknologi, adalah lahirnya berbagai jenis
spesialisasi yang diperlukan.

8. Hirarki wewenang

Para ahli administrasi dan manajeman sering menekankan betapa
pentingnya di jaga kesemibangan antara wewenang dan tanggung jawab
seseorang dalam menjalankan tugasnya. Teori ini mempunyai implikasi
keperilakuan yang amat penting. Implikasi tersebut adalah bahwa apabila
wewenang lebih besar dari tanggung jawab kecenderungan untuk seseorang

bertindak otoriter menjadi semakin besar. Sebaliknya, apabila tanggung jawab
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tidak diimbangi oleh wewenang, tidak mengherankan apabila pemegang
tanggung jawab itu sering ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya.
9. Pembagian Tugas

Pembagian tugas dalam satu organisasi didasarkan pada prinsip
pemerataan. Artinya adalah ideal sekali apabila tugas-tugas yang harus
dilakukan oleh satuan-satuan kerja di dalam organisasi dibagi sedemikian rupa
sehingga beban tugas daripada semua satuan kerja merata.
10. Dokumentasi dan Arsip Tertulis

Salah satu truisme dalam kehidupan organisasional adalah bahwa
selalu terjadi pergantian manusia di dalam organisasi, baik dalam arti tenaga
pimpinan maupun dalam arti operasional,sehingga ketergantungan kepada
orang per orang dalam organisasi perlu dihindarkan.
11. Tata cara dan Hubungan kerja

Tata cara dan hubungan kerja berperan selaku peraturan permainan
bagi setiap anggota organisasi. Yang diatur terutama berkisar pada siapa
bertugas melakukan apa dengan cara bagaimana dan dengan siapa pula ia
harus bekerjasama.
12. Koordinasi

Dalam kehidupan organisasional demi pencapaian tujuan dan demi
terselenggaranya kegiatan-kegiatan operasional dengan berdaya guna dan
berhasil guna sangat diperlukan adanya koordinasi. Masalah koordinasi tidak
dapat dilihat hanya sebagai sesuatu yang bersifat teknis, akan tetapi lebih

banyak bersifat persepsi, sikap mental, dan keperilakuan.>®

%0 Sondang P. Siagian. Organisasi, Kepeimpinan dan Perilaku Administrasi, PT. Gunung Agung,
Jakarta, 1982. hal 93

Peran sekretariat...,Arif Usman,FHUI,2011 Universitas Indonesia



27

G. KERANGKA KONSEPSIONAL
Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau
pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.>

Kerangka konsepsional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dewan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa
anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu
hal, dan sebagainya dengan jalan berunding.>

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.>

3. Parlemen dalam istilah teknis biasanya disebut dengan istilah
legislature yang kurang lebih artinya adalah badan pembuat undang-undang
(legislator) bekerja.>*

4. DPR menurut UUD 1945 mempunyai fungsi atau
tugas penting dan strategi. Fungsi dan tugas tersebut adalah
dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia.>

5. Yang dimaksud dengan "fungsi" yaitu jabatan (pekerjaan)
yang dilakukan.®® Menurut Purnadi Purbacaraka menegaskan

bahwa fungsi sama dengan peranan (role). Peranan berupa tugas

*1Sperjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 1985), hal.

>2pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2008), hal. 322.

S3pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043

**Bambang Cipto, Dewan Perwakilan Rakyat dalam Era Pemerintah Modern-Industri. cet. |, (Jakarta :
Raja Grat'indo Persada, 1995), hal. 5

*Muchtar Pakpahan, DPR Rl semasa Orde Baru, cet. |, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1994) hal. 215.

% pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Op. Cit., hal. 400.
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dan wewenang artinya aktualisasi peranan ada kalanya dalam

bentuk wewenang. Selanjutnya istilah tugas (dalam lapangan

hukum kenegaraan) sama dengan istilah kewajiban (dalam
lapangan hukum perdata), yaitu peranan yang bersifat imperatif

Sebaliknya istilah wewenang (dalam hukum kenegaraan) sama

dengan istilah hak (dalam lapangan hukum perdata), yaitu peranan yang

bersifat fakultatif.
6. Legislasi adalah:

a. Legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang (lege<lex),
yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk
tujuan itu, disebut ‘badan legislatif’.>’

b. Legislation®®is the process of making or enacting a positive law in written
form, according to some type of formal procedure, by a branch of
government constituted to perform this process. — also termed law
making; statute making.

1) the law so enacted.

2) the whole body of enacted laws.

3) aproposed law being considered by a legislature.
4) the field of study concentrating on statutes.

c. Kata legislasi (nomina/kata benda) berarti pembuatan
undang-undang™.

d. Legislative, adj. Of or relating to law making or to the power to enact

laws.®

S"Soetandyo Wignyosoebroto, Program Legislasi Nasional dan Kebutuhan Hukum Rakyat, Proceeding
Workshop dan Focus Group Discussion Prolegnas Sebagai Politik Pembangunan Nasional, Jakarta:
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2008, hal.125).

%8Black’s Law Dictionary, Bryan A. Garner Editor in Chief, Minnesota: Thomson West, Eight Edition,
2004, page.918-919).

*Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 803.

%9Black’s Law Dictionary, Op.Cit., hal.919.
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Konsep participary governance juga dapat diterapkan dalam proses
legislasi yang aspiratif. Masyarakat tidak semestinya berdiam diri dan
mengeluhkan pemerintahan yang tidak peduli pada persoalan masyarakat.
Masyarakat punya hak dan kewajiban untuk menyampaikan pesan pada
pemerintah tentang kebutuhannya, serta bagaimana pemerintah seharusnya
memenuhi kebutuhan mereka tersebut, lewat kebijakan yang diambil. Partisipasi
bertujuan memastikan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Meningkatkan
partisipasi akan membantu memastikan bahwa kepentingan masyarakat dapat
lebih besar terpenuhi. Meningkatkan partisipasi juga dapat menghasilkan titik
temu antara kepentingan tersebut dengan solusi yang diambil, yang pada akhirnya
meningkatkan kepuasan banyak pihak akan suatu kebijakan.®*

7. Sekretariat Jenderal DPR adalah :

Sekretariat Jenderal DPR Rl merupakan unsur penunjang DPR, yang
berkedududukan sebagai Kesekretariatan Lembaga Negara yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris Jenderal dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Pimpinan DPR. Sekretaris Jenderal dibantu oleh seorang Wakil
Sekretaris Jenderal dan beberapa Deputi Sekretaris Jenderal yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Pimpinan DPR. DPR dapat mengangkat
sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan, dan dalam melaksanakan
tugasnya Sekretariat Jenderal dapat membentuk Tim Asistensi.

8. Administrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, administrasi diartikan sebagai; (1)
usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara
penyelenggaraan pembinaan organisasi; (2) usaha dan kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kebijaksanaan serta mencapai tujuan; (3) kegiatan

%1 Derick W. Brinkerhoff dan Benjamin L. Crosby, Managing Policy Reform, Concepts, and Tools for
Decision Makers in Developing and Trasitioning Countries, (California: Kumarian Press Inc., 2002),
hal. 55 dalam Bivitri Susanti, Rival Ghulam Ahmad, et.al., Catatan PSHK tentang Kinerja Legislasi
DPR 2005, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006), hal. 59.
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yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (4) kegiatan kantor dan

tata usaha.®?

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan disusun dalam sistematika yang terdiri dari 5 (lima)
bab, yaitu Bab | Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, pokok permasalahan,
tujuan dan kegunaan, metode penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual,
dan sistematika penulisan. Bab Il Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik
(Good Governance) dalam sistem birokrasi di Indonesia, bab ini berisikan
mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sistem
birokrasi di Indonesia dan hubungan antara sistem birokrasi dengan prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik. Bab Il Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan
yang baik di lingkungan Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian
pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, bab ini berisi tentang fungsi legislasi DPR
dan proses legislasi serta dukungan keahlian Setjen DPR dalam pelaksanaan
fungsi legislasi. Bab 1V Peran Setjen DPR dalam memberikan  dukungan
keahlian untuk penguatan fungsi legislasi dewan, bab ini berisi peran Setjen
DPR dalam memberikan  dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi
dewan periode 2004-2009 dan kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal
dalam memberikan dukungan keahlian bidang legislasi pada keanggotaan Dewan
periode tahun 2004-2009. Bab V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan

saran.

62 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kdua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, him 8

Peran sekretariat...,Arif Usman,FHUI,2011 Universitas Indonesia



31

BAB 11
Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)
Dalam Organisasi Birokrasi.

A. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang baik

1. Pemerintahan yang bersih (Clean Government) Dalam Perspektif
Hukum

Wiarda® menyatakan, bahwa asas-asas umum pemerintahan yang
layak berlaku sebagai tendensi-tendensi etik yang menjadi dasar hukum bagi
Tata Usaha Negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk
praktik Pemerintahan. Sebagian dari asas-asas tersebut dapat diturunkan dari
undang-undang dan praktik, dan untuk sebagian secara eviden langsung
meningkat.

Menurut Philipus M. Hadjon,**bahwa dalam konsep Hukum
Administrasi, pemerintahan yang bersih tidak dirumuskan dalam norma
hukum positif. Akan tetapi, dapat disinonimkan dengan pemerintahan yang
sesuai dengan hukum. Dapat juga diperlawankan dengan tindakan-tindakan
yang bersifat melanggar hukum (onrechtmatigheid) sebagai lawan dari
rechtmatige.

Selanjutnya, ditegaskan, bahwa dalam kacamata Hukum Administrasi,
pemerintah dipahami sebagai administrasi yang dalam melaksanakan tugasnya
dikendalikan oleh hukum, yaitu Hukum Administrasi sebagai bagian dari
Hukum Tata Negara.

Konsep pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas tata

pemerintahan yang baik, yang pada dasarnya bertumpu pada dua landasan

6 Ateng Syafrudin, Asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepada Daerah,
Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Administrasi Negara,Jakarta 1994,hal.37

®  Philipus M.Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Dalam mewujudkan Pemerintahan Yang
Bersih,Airlanggar jakarta,1994,hal 37
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utama: yaitu Hukum Tata Negara dan Hukum administrasi, yaitu negara
hukum dan demokrasi.®®
Pada penyelenggaraan diskusi terbatas oleh Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Hukum Administrasi Negara pada tanggal 1 Februari 1994 di
Lembaga Adminstrasi Negara yang diikuti unsur pemerintah, 5 unsur
perguruan Tinggi dan 4 Unsur badan peradilan, diantara kesimpulannya
menyatakan:®®
1. perumusan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik beserta perincian
asas-asasnya secara lengkap memang tidak dikumpulkan dan dituangkan
secara konkret dan formal dalam suatu peraturan perundang-undangan
khusus tentang Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas-asas yang
bersangkutan justru merupakan kaidah hukum tidak tertulis sebagai
pencerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan
dan dipatuhi, di samping mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis
namun tidak tertutup bahwa beberapa asas diantaranya dapat disispkan
dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga asas
yang bersangkutan dikongkretkan menjadi bentuk kaidah hukum tertulis,
misalnya: asas larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de
pouvoir) dan asas larangan untuk bertindak sewenang-wenang (willekeur).
2. Diskusi tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ini sekalipun
difokuskan maksudnya pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

% Periksa lebih jauh Philipus M. Hadjon, Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Prospektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi, Jurnal Meritokrasi, Volume I,
Agustus 2002,hal 11-15. Menurut beliau bahwa Good governance saat ini di Indonesia sudah sangat
populer dan bagi yang tidak memahaminya dianggap ketinggalan zaman,asas hukum menurutnya
adalah perspsektif hukum asas negara hukum primadonanya adalah asas legalitas yang berlandaskan
wewenang (specialiteits beginsel) artinya setiap wewenang mempunyai tujuan tertentu. Dalam
kepustakaan Hukum Administrasi dikenal sebagai asas zuverheid van orgamerk (asas ketajaman arah
dan tujuan). Penyimpangan atas asas ini lahirlah detaournament de-pouvoir,asas legalitas yang dikenal
dalam hukum administrasi sebagai asas recht staat. Asas Rechts Sstaat menjadikan dasar (Adminitrasi
Negara (bestuur) bertindak dengan mengaitkan suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah (bestuur
bevoegdheid) diatur oleh Hukum Adminitrasi (serangkaian peraturan yang berkaitan dengan
kepentingan umum tertentu).

% Diskusi Terbatas Tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, diselenggarakan atas
kerjasama LPPHAN-LAN, Jakarta 1 Februari 1994
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1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun hal ini tidaklah berarti
asas-asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut hanya
diterapkan sebagai tolok ukur terhadap keputusan-keputusan Tata Usaha
Negara yang diterbitkan sesudah berlakunya undang-undang itu tetapi juga
dapat dipakai sebagai ukuran penilaian terhadap keputusan-keputusan tata
usaha negara yang diterbitkan sebelumnya, asalkan dan sepenjang
Keputusan Tata Usaha Negara itu memang menjadi wewenang
pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara baik ditinjau dari segi tenggang
waktu pengajuan gugatan, ataupun dari segi objek substansinya. Bahkan
dalam pemeriksaan perkara perdata, Asas-asas Umum Pemerintahan yang
Baik sudah sejak lama menjadi tolok ukur juga bagi hakim dalam hal
mengadili perkara gugatan terhadap pemerintah menganai perbuatan
melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Konsep pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan, akan
mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean
government). Konsep pemerintahan yang bersih bukan konsep normatif
tentang suatu pemerintahan yang bersih. Dalam bahasa hukum (normatif),
konsep pemerintahan yang bersih sejajar dengan konsep perbuatan pemerintah
yang sesuai hukum (rechtmatigheid van bestuur).

Dalam konsep hukum positif, belum ada istilah baku untuk
rechmatigheid van bestuur. Namun, terdapat beberapa konsep berkenaan
dengan asas rechmatigheid van bestuur, seperti melanggar hukum
(onrechtmatig) sebagai lawan dari sesuai hukum (recgtmatigheid).

Mengacu pada hukum positif yang ada, maka secara teknis yuridis dan
teknis pemerintahan, Rechtmatigheid bermakna keabsahan, sehingga
Onrechtmatigheid sebagai tindakan yang tidak sah. Oleh karena itu, maka
Rechtmatigheid van Bestuur adalah asas keabsahan dalam pemerintahan
sehingga:

1. asas keabsahan berfungsi sebagai noram pemerintahan bagi aparat

pemerintahan;
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2. asas keabsahan berfungsi sebagai landasan mengajukan gugatan kepada
pemerintah bagi rakyat yang dirugikan;

3. asas keabsahan berfungsi sebagai dasar pengujian suatu tindakan
pemerintah (administrasi) oleh hakim.®’

Paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam dimensi hukum
administrasi, komponen good governance menjadi norma pemerintahan yang
dapat menjadi indikator terwujudnya pemerintahan yang bersih (clean
government).

Asas umum pemerintahan yang layak merupakan rambu bagi para
penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut
diperlukan agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan hokum.
Attamimi®® mengingatkan pentingnya penggunaan asas-asas umum
pemerintahan yang layak, karena dewasa ini makin banyak ketentuan
perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah cenderung keluar dari
aturan dasarnya.

Wiarda dalam pra-sarannya berjudul Verenijin voor Administratief
Recht di hadapan persatuan Tata Usaha Negara Belanda Tahun 1952,
menyebut lima asas yaitu:

1. asas permainan yang jujur. Dengan asas ini dimaksudkan bahwa di dalam
pelaksanaan (penyelenggaraan) fungsi dalam pengambilan keputusan
administrasi  dituntut agar belaku jujur (fair play) melaksanakan
(memberikan) penilaian yang objektif tidak untuk golongan tertentu.

2. asas ketelitian, yakni bahwa dalam penyelenggaran tugas atau dalam
pengembilan keputusan, tidak dilakukan secara serampangan tetapi didasari
pertimbangan yang matang berdasarkan data yang diperoleh secara cermat

dan teliti.

¢ Philipus M. Hadjon, Fungsi Normatif....Op cit, hal 10

%8 Attamimi, A.H.S, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan
dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV (Disertasi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,
1990, hal 9.

Peran sekretariat...,Arif Usman,FHUI,2011 Universitas Indonesia



35

3. asas ketepatan dalam tujuan. Asas ini dimaksudkan agar dicanangkan pada
asas pertama dan kedua, di mana administrasi dituntu agar berlaku jujur
memberikan penilainnya yang objektif dan tidak dilakukan secara
serampangan tidak berarti kebebasan sepenuhnya. Akan tetapi, bagaimana
tujuan yang akan dicapai dan bagaimana kemungkinan akibat lain yang
mungkin akan timbu. Dengan demikian, maka administrasi (bestuur) harus
bertindak secara kasuistis walaupun tetap dijaga keterpaduan atau
konsistensinya dan demikina pula dengan peraturan dasarnya.

4. asas kesimbangan hukum, hal ini dimaksudkan agar segala tindakan
administrasi selalu terwujud keseimbangan antara tujuan semula dengan
tujuan umum lainnya. Keseimbangan antara tujuan umum lain dengan
tujuan yang dimaksud peraturan dasarnya.

5. asas kepastian hukum, sebagaimana dimaklumi, bahwa pada suatu negara
hukum asas legaltas tidak boleh ditinggalkan meskipun hali ini berlainan
secara factual dengan yang telah ada, namun tidak boleh bertentangan.®®

Rambu-rambu pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik di

Indonesia sesungguhnya terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara 1945. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan singkat biasa dirumuskan sebagai

Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan adil dan beradab.

Makna ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tersebut, mewajibkan pemerintahan untuk memelihara budi pekerti

% Willy Voll, satu dua catatan mengenai beberapa problema Freies Ermessen di Indonesia dewasa ini,
Pekan llmiah daam rangka Harla XXI Fakultas Hukum dan Pengetahuan masyarakat Universitas
Hasanudin, 1972, hal 29, juga dimuat pidato pengukuhan Guru Besar Ateng Syafruddin, Asas-asas
umum pemerintahan yang layak bagi pengabdian kepala daerah pada Fakultas Hukum Universitas
Katolik, Mei 1991, selanjutnya dimuat juga pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum
Administrasi Negara, 1994, hal 106.
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kemanusiaan yang luhur sesuai dengan cita-cita moral yang luhur dari rakyat.

Asas pemerintahan yang baik menuntut pertisipasi, keterbukaan,

pertanggungjawaban umum, dan pengawasan kepastian hokum, hal tersebut di

Negeri Belanda dimuat di dalam Wet Open Baar Heid van Bestuur (WOB)

1078.

Selain terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
1945, asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia juga terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme disebutkan
beberapa asas umum penyelenggaraan Negara yaitu sebagai berikut:"*

1. Asas kepastian hokum, vyaitu asas dalam Negara hokum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyenggara negar.

2. asas tertib penyenggara Negara, yaitu asas yang menjadi landasan
keteraturan, keserasian, dan kesimbangan dalam pengendalian
penyelenggara Negara.

3. asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratifm akomodatif, dan selektif.

4. asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif
tentang penyenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

5. asas proposionalitas, yaitu asas yang mengutamakan kesimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

6. asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang

berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang belaku.

"® Hadjon, Philipus,M, Algemene....Op. Cit, hal 59.

" Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme
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7. asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyenggaraan Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Asas umum pemerintahan yang layak sebagai penuntun bagi
administrasi dalam menerjemahkan kehendak ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak konkret dalam undang-undang, namun tetap dalam
koridor hukum menuju terwujudnya fungsi pemerintah. Fungsi-fungsi
pemerintah dimaksud adalah memimpin warga masyarakat (leading):

mengemudikan Pemerintah (governing);
memberi petunjuk (instructing);
menghimpun potensi (gathering);
menggerakkan potensi (actuating);
memberikan arah (directing);
mengoordinasi kegiatan (coordinating);
memberi kesempatan dan kemudahan (facilitating);
memantau dan menilai (evaluating);
membina (developing);

melindungi (protecting);

. mengawasi (controlling); dan

menunjang atau mendukung (supporting).”

—FRT T SQ@ e o0 o

Prinsip yang terdapat dalam Asas umum pemerintahan yang layak
sebagaimana semula dikemukakan De’Monchy di hadapan parlemen Belanda
pada tahun 1950, kemudian oleh komisi Vender Grinten pada tahun 1952 oleh
Crince Le Roy menyebut sembilan dan diakomodasikan dalam yurisprudensi
Belanda tahun 1975 menjadi 10, selanjutnya oleh Koentjoro Poerbopranoto

menyebut 13 (tiga belas).”

"2 Fahmal,Muin, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan
yang Bersih. PT. Total Media, 2008, hal 67

® Koentjoro Poerbopranoto, Beberapa Catatan tentang Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan
Administrasi Negara, Alumni Bandung, 1982, hal 35 di jelaskan bahwa ke tiga belas asas tersebut
adalah 1) asas kepastian hokum, 2) asas keseimbangan, 3) asas kesamaan, 4) asas bertindak cermat, 5)
asas motivasi, 6) asas jangan mencampuradukkan kewenangan, 7) asas “fair play”, 8) asas keadilan
atau kewajaran, 9) asas menanggapi pengharapan yang wajar, 10) asas meniadakan akibat-akibat suatu
keputusan yang batal, 11) asas perlindungan atau pandangan hidup, 12) asas kebijaksanaan, 13) asas
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Substansi tersebut dijelaskan Laica™, sebagaimana dalam lembaga
penelitian pengembangan hukum administrasi Negara, yaitu:

1. Prinsip kepastian hukum (rechtszekerheids-beginsel, principle of legal
security).”

2. Prinsip keseimbangan (evenredigheidsbeginsel, principle of
proportionality).”

3. Prinsip kesamaan dalam mengambil keputusan (gelijkheidsbeginsel,
principle of equality).”’

4. Prinsip bertindak cermat atau seksama (zorgvuldigheidsbeginsel, principle
of careful-ness). Dengan prinsip ini, administrasi Negara harus bertindak
cermat.

5. Prinsip motivasi untuk setiap keputusan (motiveringsbeginsel, principle of

motivation )."®

penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya ditegaskan bahwa asaa no 1 s.d 11 adalah
terjemahan dari kuliah-kuliah almarhum Prof. R. Crince Le Roi pada penataran lanjutan Hukum Tata
Negara dan Hukum Tata Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 1976;
asas no 12 dan 13 adalah tambahan dari Prof, Kuntjoro Purbopranoto dengan maksud bahwa kedua
asas tersebut adalah khas Indonesia dan uraian Prof. R. Crince Le Roi tersebut berdasarkan
Yurisprudensi di Belanda sebelum AROB karena AROB baru mulai diterapkan sejak Tahun 1976.

" Marzuki Laica, Muh, Otonomi Daerah dan Implikasinya bagi Peradilan Tata Usaha Negara, dalam
Meritokrasi Vol 1 No. 1 2002. Bandingkan pula dengan Koentjoro Poerbopranoto, Beberapa Catatan
tentang Hukum Tata..lbid. hal 35

"™ Prinsip ini menghendaki bahwa dalam suatu keadaan tindakan tidak boleh berlaku surut. Asas
kepastian hukum ini menghendaki dihormatinya hak yang diperoleh seseorang berdasarkan suatu
keputusan penguasa. Walaupun keputusan itu dikeluarkan secara salah, akan tetapi, karena kesalahan
itu berada pada pihak administrasi Negara sehingga mereke diuntungkan ketetapan tersebut tidak dapat
dirugikan dengan dalih adanya kesalahan yang bukan karena dilakukan oleh yang dikenai keputusan.

’® Artinya, hukuman jabatan yang diberikan kepada seseorang pejabat harus terdapat keseimbangan
dengan kesalahan. Sebagai contoh, hendaknya tidak menjatuhkan hukuman jabatan (a disciplinary
correction) dengan hukuman penurunan pangkat karena yang bersangkutan hanya terlambat masuk
kator karena kemacetan lalu lintas.

" Asas ini menghendaki tindakan yang sama terhadap kasus-kasus yang faktanya sama pula.

® Asas ini mempunyai dua aspek: pertama; keputusan administrasi harus beralasan (must be
motivated). Kedua; motivasinya harus benar dan terang (just and clear).
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6. Prinsip jangan menyalahkangunakan kewenangan (verbod van
detournement de pouvoir, principle of non-misuse of competence).”

7. Prinsip permainan yang jujur (fair play beginsel).®

8. Prinsip keadilan atau larangan bertindak sewenang-wenang (redelijkheids-
beginsel of verbod van willekeur, principle of reasonableness or
prohibition of arbitrariness).®*

9. Prinsip pemenuhan pengharapan yang ditimbulkan (principle van
opgewekte verwachtingen, principle of meeting raised expextation).®

10. Prinsip meniadakan akibat keputusan yang dibatalkan (herstelbeginsel,
the principle of undoing the consequences of annukked decision).®

11. Prinsip perlindungan cara hidup pribadi (pricpiple van besckerning van

de persoonlijke levenssfeer, the principle of protecting the personal way

of life).®

® Asas Detournement de Pouvoir terjadi bilamana suatu alat pemerintahan menggunakan
wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum yang lain daripada kepentingan
umum yang dimaksud oleh peraturan dasarnya

& Prinsip ini menghendaki bahwa administrasi Negara harus memeberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada rakyat sebelum mengambil suatu keputusan, yaitu untuk mencari kebenaran dan keadilan.
Prinsip ini sangat penting karena bagi administrasi Negara sangat terbuka kemungkinan untuk
memberi informasi yang kurang tepat (unjust information) atau kurang jelas tentang akibat-akibat dari
suatu keputusan administrasi.

8 Prinsip ini di negeri Belanda secara tegas dilarang dalam undang-undang bidang administrasi untuk
bertindak sewenang-wenang (willekeur) atau tidak adil (onridelijk). Apabilasuatu alat pemerintahan
bertentangan dengan prinsip tersebut, maka keputusan administrative itu dapat dibatalkan. Ketentuan
yang demikian ini, di dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia belum ditemukan
pengaturannya secara tegas, namun prinsip diakui, bahwa hal tersebut dilarang.

8 Prinsip ini menghendaki, bahwa apabila administrasi Negara bertindak harus memperhatikan prinsip
pemenuhan penhgarapan yang ditimbulkan.

8 Prinsip ini menghendaki agar tidak terjadi kerugian akibat dari suatu keputusan administrasi yang
menimbulkan kerugian yang sesungguhnya tidak perlu. Sebagai contoh, jika keputusan pemecatan
pegawai pegawai dinyatakan batal oleh badan pertimbangan kepegawaian, maka dalam hal demikian
administrasi Negara yang memecat pegawai bukan hanya wajib menerima kembali pegawai yang
dipecat itu, akan tetapi juga harus membayar segala kerugian karena pemecatan yang tidak
berdasarkan undang-undang.

8 Prinsip ini oleh Crince Le Roy mengemukakan sebuah contoh di negeri Belanda, bahwa seorang

pegawai yang telah berkeluarga mengadakan hubungan kelamin dengan seorang sekretarisnya (a
woman -secretary). Berdasarkan alasan ini administrasi Negara yang bersangkutan mengambil

Peran sekretariat...,Arif Usman,FHUI,2011 Universitas Indonesia



40

Asas-asas umum pemerintahan yang layak, meskipun abstrak,
namun dalam banyak hak telah tertuang dalam ketentuan perundang-
undangan. Marbun® menyatakan bahwa norma yang berlaku dalam
kehidupan masyrakat umumnya diartikan sebagai peraturan baik yang
tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana manusia
seyogyanya berbuat.

Dari pemaparan di atas, maka tampak kegunaan asas-asas umum
pemerintahan yang baik, yakni:

1. sebagai nilai-nilai etik dalam lingkungan hokum administrasi.

2. penuntun bagi administrasi (bestuur) dalam mewujudkan fungsi
pelayanannya kepada masyarakat.

3. Sebagai alat uji bagi hakim tata usaha Negara dalam menilai suatu
tindakan administrasi (bestuur)

4. sebagai alasan pengajuan gugatan kepada pengadilan tata usaha
Negara.

5. sebagai asas, dapat digali dalam masyarakat dan diperlakukan sebagai
norma, baik pemerintah maupun hakim dalam menilai tindakan
pemerintah.

6. sebagai sarana tambahan dan menentukan karena itu mengikat
pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good
governance).

7. sebagai bahan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, Vyaitu

keadilan yang sesuai perasaaan hukum masyarakat.

tindakan disiplin terhadap pegawai tersebut. Keputusan administrasi Negara dengan memberikan
tidakan disiplin terhadap pegawai tersebut dibatalkan dengan alasan,bahwa seorang pegawai sipil
mempunyai hak untuk hidup sesuai dengan hidup pribadinya. Contoh penerapan asas perlindungan
cara hidup sebagai salah satu unsure asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagaimana
dikemukakan oleh Le Roy di atas, tentunya tidak serta merta dapat diterapkan di Indonesia yang sangat
religius, beradab, serta berasaskan Pancasila. Akan tetapi contoh tersebut sangat penting dan
bermanfaat terutama bagi para hakim untuk menilai tindakan aparat administrasi perihal apakah
sesuatu sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip perlindungan hiduop yang sesuai tata nilai yang diakui
dan diterima oleh masyrakat Indonesia.

% Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara, Ull Press, Yogyakarta, 2002, hal 195
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8. sebagai alat bantu bagi hakim menemukan hukum yang tumbuh dan
berkembang dalam masyrakat.
9. sebagai sarana penunjang kebebasan hakim uintuk menemukan
keadilan yang sesungguhnya, dan
10. sebagai sarana meningkatkan wibawa pemerintahan atau pun hakim®
Pemberlakuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene
Beginselen van Behoorlijk Bestuur) sebagai norma, akan lebih
mewujudkan fungsi dan tujuan hukum yang sesungguhnya dan sebagai
instrumen bagi hakim dalam mempertimbangkan fungsi administrasi dalam
menilai pekerjaan administrasi. Oleh karena itu, penerapan Algemene
Beginselen van Behoorlijk Bestuur berfungsi sebagai:®’
a. sebagai tali pengikat antara berbagai kaidah hukum yang akan menjamin
keterpaduan kaidah hukum dalam suatu ikatan sistem;
b. menjamin kaidah hukum dibentuk dan dilaksanakan sesuai dengan
tujuan hukum, misalnya asas kecermatan adalah untuk kepastian hukum;
c. menjamin keluwesan (flesibilitas) penerapan kaidah hukum pada suatu
situasi konkret; dan
d. sebagai instrumen untuk mengerahkan penerapan kadiah hukum. Hakim
tidak boleh menerapkan suatu kaidah hukum yang akan bertentangan

dengan asas hukum umum yang berlaku.

2. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Pemerintahan yang bersih (clean government) adalah bagian integral
dari pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang
bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik. Dengan kata
lain, bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagain dari pemerintahan yang
baik.

8 Fahmal, Muin, Peran Asas-asas Umum....,Op cit hal 83

87 Sebagaimana terpetik dalam Manan, Bagir, Teori dan Politik,...Op Cit, hal 9
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Pemerintahan yang baik (good governance) mencerminkan kesinergian
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, salah satu komponennya adalah
pemerintahan yang bersih (clean goverment), yaitu pemerintahan yang
didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah. Oleh karena itu
pembahasan pemerintahan yang bersih (clean governmenat) tidak dapat
dipisahkan dengan pembahasan pemerintahan yang baik (good governance).

Good governance sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran
yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang
baik® dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma
mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan good governance.
Sinergitas antara good governance dengan asas-asas umum pemerintahan
yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government) dan
pemerintahan yang berwibawa. Konsep good governance telah menjadi
kemauan politik dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep pemerintahan yang baik (good governance) awal mulanya
tidak dikenal dalam Hukum Administrasi maupun dalam Hukum Tata
Negara bahkan dalam IImu Politik. Konsep tersebut lahir dari lingkungan
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang awal mulanya dari Organisation For The
Economic Cooperation and Development (OECD). Carolina dalam
Governance Civil Society and Democracy)® merinci komponen Good

Governance ke dalam:

8 Ardi Partadinata, Makna Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Jurnal Berdikari
Vol. 1 No 6 juni 2003, hal 50. Sumber daya aparat negara sangat menentukan terwujudnya
pemerintahan yang bersih, untuk itu di pundak pemerintah diletakkan good governance, oleh karena
itu penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar atas visioner, transparan, responsif,desentralisasi,
demokrasi, partisipatif, kemitraan, supremasi hukum, komitmen pada pengurangan kesenjangan,
komitemen pada tuntutan pasar dan komitmen pada lingkungan hidup. Keselurhan inilah yang menjadi
prinsip Good Governance dan prinsip-prinsip tersebut baru bisa dapat bersinergi manakala ketiga
substruktur good governance (swasta, pemerintah, dan masyarakat) tumbuh berkembang secara serasi,
selaras, dan seimbang serta check and balances.

8 Philipus M. Hadjon, Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam

Meritokrasi Vol. 1 No 1, 2002, Hal 9, bahwa komponen good governance dikenal mulai akhir perang
dingin. Kolapsnya soviet union sebagai symbol Negara totaliter dan system ekonomi yang terencana
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Human right observance and democracy
Market reform
Bureaucratic reform (corruption and transparency)

Environmental protection and sustainable development

A

Reduction in military and defence expenditures and non-production of
weapon of massdestruction.

Selain OECD, United Nation Development Program (UNDP) sebagai
badan dunia juga mengemukakan komponen good governance yang
meliputi:

participation

Rule of law

Transparancy
Responsiveness

Consensus orientation
Equity

Effectiveness and Effeciency
Accountability

Startegic vision®

©CoOoNOOE WD =

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan
istilah governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi,
dan administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah
sosialnya. Istilah governance menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa
mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya
tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk
menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan
demikian jelas sekali, kemampuan suatu negara mencapai tujuan-tujuan

pembangunan itu sangat tergantung pada kualitas tata kepemerintahannya di

secara sentralistik. Kemudian berkembang dengan kemenangan demokrasi liberal dan ekonomi pasar.
Yang sasaran utamanya pada Organization for the Economic Coorporation and Development.

% Muin Fahmal, Peran Asas-asas Umum Pemerintahan yang layak dalam mewujdukan pemerintahan
yang bersih,Penerbit PT. Kreasi Total Media, 2008, hal 89
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mana pemerintah melakukan interaksi dengan organisasi-organisasi
komersial dan civil society.

Karim™ menyatakan ada 5 prinsip good governance, vaitu
transparansi, kesetaraan, daya tanggap, akuntabilitas, dan pengawasan. Akan
tetapi dalam situs http://www.goodgovernance-orid disebutkan 8 buah

prinsip good governance yang akan diuraikan berikut ini:*
1. Partisipasi

Prinsip partisipasi mendorong setiap warga untuk mempergunakan
hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,
yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Menurut Jewell & Siegall®® partisipasi adalah keterlibatan anggota
organisasi di dalam semua kegiatan organisasi. Di lain pihak Handoko®
menyatakan partisipasi merupakan tindakan ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan di dalam organisasi.

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang
diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi
berbagai isu yang ada, Setjen DPR menyediakan saluran komunikasi agar
masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi
pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara
tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah
melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan,
pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme

konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

% Karim (Ed.), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, JIP UGM, Yogyakarta, 2003,
hal 45

% http://www.goodgovernance-orid diunduh tanggal 28 Desember 2010

% Jewell,LN & Siegall, Psikologi Industri Organisasi Modern (edisi kedua), Arcan , Jakarta 1998, hal
67

% Handoko, Hani, Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta 1998, hal 31
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Instrumen dasar partisipasi adalah peraturan yang menjamin hak
untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan,
sedangkan instrumen-instrumen pendukung adalah pedoman-pedoman
pemerintahan partisipatif yang mengakomodasi hak penyampaian pendapat
dalam segala proses perumusan kebijakan dan peraturan, proses penyusunan
strategi pembangunan, tata-ruang, program pembangunan, penganggaran,
pengadaan dan pemantauan.

Menurut Jeff dan Shah®™ good governance digunakan untuk melihat
partisipasi melalui tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,
jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah, tingkat
kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah
dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap
setiap langkah pembangunan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman
perilaku dalam interaksi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau
dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek
yang luas, yang diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan
semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang
menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan
sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,
berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,
dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya

aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan

% Huther, Jeff dan Anwar Shah, A simple Measure of Good Governance, Unpublished Paper,
Operations Evaluation Department, Word Bank Wahington DC, 1998, hal 67.
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tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu
diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. *

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut
obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum
itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalam bunyi
aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut
penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.”’

Prinsip penegakan hukum mewujudkan adanya penegakan hukum
yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali, menjunjung tinggi HAM dan
memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Jeff dan Shah® indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur penegakan hukum, vyaitu Berkurangnya praktek KKN dan
pelanggaran hukum, meningkatnya (kecepatan dan kepastian) proses
penegakan hukum, berlakunya nilai/norma di masyarakat (living law) dan
adanya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum sebagai
pembela kebenaran.

3. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui
penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh

informasi yang akurat dan memadai.”

%Raimond Flora Lamandasa dikutip dalam http://www.scribd.com/doc/2953532/Penegakkan-Hukum
tanggal 29 Desember 2010.

%" Ibid
% Huther, Jeff dan Anwar Shah, A simple Measure of Good Governance..,Op cit hal 68

% Notodiseorjo, R Soegondo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cet ke-2 Raja Frafindo,
Jakarta 1993, hal 129
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Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Berkaitan dengan hal
tersebut Setjen DPR perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang
kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Setjen DPR
perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur,
leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi. Setjen DPR perlu
menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.
Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses
masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara
mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur
pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin hak
untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen pendukung
adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi dan petunjuk
penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di penyelenggara
pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

Menurut Jeff dan Shah'® indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur transparansi, yaitu Bertambahnya wawasan dan pengetahuan
masyarakat terhadap proses pembentukan undang-undang. Meningkatnya
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkat-nya jumlah
masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan
berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Kesetaraan

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama kepada semua unsur tanpa
memandang atribut yang menempel pada subyek tersebut. Prinsip kesetaraan
menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat
melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam

memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

100 Huther, Jeff dan Anwar Shah, A simple Measure of Good Governance...Op cit, hal 68
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Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang. Berkaitan dengan hal
tersebut Setjen DPR perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang
kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Pemerintah
daerah perlu mendayagunakan berbagai jalur komunikasi seperti melalui
brosur, leaflet, pengumuman melalui koran, radio serta televisi lokal.
Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara
mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi
yang dapat diakses masyarakat ataupun bentuk informasi yang bersifat
rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, lama waktu mendapatkan
informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada
masyarakat.

Instrumen dasar dari transparansi adalah peraturan yang menjamin
hak untuk mendapatkan informasi, sedangkan instrumen-instrumen
pendukung adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi
dan petunjuk penyebarluasan produk-produk dan informasi yang ada di
penyelenggara pemerintah, maupun prosedur pengaduan.

5. Daya Tanggap

Daya tanggap (responsiveness) merupakan kemampu-an untuk
memberikan reaksi yang cepat dan tepat dalam situasi khusus Prinsip ini
meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi
masyarakat, tanpa kecuali. Pemerintah daerah perlu membangun jalur
komunikasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam hal penyusunan
kebijakan. Ini dapat berupa forum masyarakat, talk show, layanan hotline,
prosedur komplain. Sebagai fungsi pelayan masyarakat, pemerintah daerah
akan mengoptimalkan pendekatan kemasyarakatan dan secara periodik
mengumpulkan pendapat masyarakat.

Instrumen dasar daya tanggap adalah komitmen politik untuk
menerima aspirasi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, sedangkan

instrumen-instrumen pendukungnya adalah penyediaan fasilitas komunikasi,
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kotak saran dan layanan hotline, prosedur dan fasilitas pengaduan dan
prosedur banding pada pengadilan.
6. Wawasan ke Depan

Wawasan merupakan cara pandang yang jauh melebihi jangka waktu
sekarang Dalam kaitan dengan prinsip good governance wawasan yang
dimaksud adalah wawasan ke depan dari pemerintahan Indonesia. Inti
prinsip ini adalah membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang
jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan,
sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap
kemajuan daerahnya.

Tujuan penyusunan visi dan strategi adalah untuk memberikan arah
pembangunan secara umum sehingga dapat membantu dalam penggunaan
sumberdaya secara lebih efektif. Untuk menjadi visi yang dapat diterima
secara luas, visi tersebut perlu disusun secara terbuka dan transparan, dengan
didukung dengan partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat
yang peduli, serta kalangan dunia usaha.

Instrumen dasarnya adalah komitmen politik pada masa depan
Indonesia secara umum dan masa depan daerah secara khusus, sedangkan
instrumen-instrumen pendukungnya adalah proses perencanaan partisipatif,
peraturan-peraturan yang memberikan kekuatan hukum pada visi, strategi
dan rencana pembangunan.

Menurut Jeff dan Shah'® indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur wawasan ke depan, yaitu adanya visi dan strategi yang jelas dan
mapan dengan kekuatan hukum yang sesuai, adanya dukungan dari pelaku
dalam pelaksanaan visi dan strategi dan adanya kesesuaian dan konsistensi

antara perencanaan dan anggaran.

191 Huther, Jeff dan Anwar Shah, A simple Measure of Good Governance...Op cit, hal 69.
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7. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kemampuan untuk mempertang-gungjawabkan

semua tindakan dan kebijakan yang telah ditempuh.’®

Prinsip ini
mengandung makna meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan
dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus memahami
kebijakan yang diambil harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas.
Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil audit harus dipublikasikan, dan
apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi.

Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan
yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme
pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah
pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara
pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

8. Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi Dberkaitan dengan penghematan keuangan, sedangkan
efektivitas berkaitan dengan ketepatan cara yang digunakan untuk
menyelesaikan masalah.'® Prinsip ini menjamin terselenggaranya pelayanan
kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara
optimal dan bertanggungjawab. Pelayanan masyarakat harus mengutamakan
kepuasan masyarakat, dan didukung mekanisme penganggaran serta
pengawasan yang rasional dan transparan. Lembaga-lembaga yang bergerak
di bidang jasa pelayanan umum harus menginformasikan tentang biaya dan
jenis pelayanannya. Untuk menciptakan efisiensi harus digunakan teknik

manajemen modern untuk administrasi kecamatan dan perlu ada

102 Mardiasmo, Otonomi Daerah berorientasi kepada Kepentingan Publik, FE UGM, Yogyakarta,
2001, hal 251.

1% Handoko, Hani, Manajemen personalia dan Sumber Daya Manusia, BPFE, Yogyakarta 1998, hal
23
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desentralisasi  kewenangan layanan masyarakat sampai  tingkat
keluruhan/desa.

Instrumen dasar dari efisiensi dan efektivitas adalah komitmen politik
sedangkan instrumen pendukungnya adalah struktur pemerintahan yang
sesuai kepentingan pelayanan masyarakat, adanya standar-standar dan
indikator Kinerja untuk menilai efektivitas pelayanan, pembukuan keuangan
yang memungkinkan diketahuinya satuan biaya, dan adanya survei-survei
kepuasan konsumen.

Menurut Jeff dan Shah'® indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur efisiensi dan efektivitas, yaitu
Efisiensi:

Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari pelayanan masyarakat,
berkurangnya penyimpangan pembelanjaan, berkurangnya biaya operasional
pelayanan dan mendapatkan 1SO pelayanan. Dilakukannya swastanisasi dari
pelayanan masyarakat.

Efektivitas:

Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap penyimpangan
(kebocoran, pemborosan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain) melalui
media massa dan berkurangnya penyimpangan.

Tata kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu
konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara reguler dalam ilmu politik
dan hukum administrasi publik. Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-
konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat, hak
asasi manusia, dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada
akhir dasa warsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat
dipergunakan dalam reformasi sektor publik. Di dalam disiplin atau profesi
manajemen publik konsep ini dipandang sebagai suatu aspek dalam
paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekankan

pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas

104 Huther, Jeff dan Anwar Shah, A simple Measure of Good Governance...Op cit, hal 71
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kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama
mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat,
transparansi, akuntabilitas publik, dan menciptakan pengelolaan manajerial
yang bersih bebas dari korupsi.*®

Istilah yang sering dipakai adalah Good Goverment yang biasanya
dikaitkan dengan pemerintahan yang bersih (clean goverment), Penggunaan
istilah good governance menggantikan istilah good goverment dimaksudkan
untuk lebih memperluas cakupan konsep tersebut. Pertama, perubahan dari
goverment menjadi governance memperlihatkan bahwa yang memerlukan
prinsip ini bukan hanya pemerintahan dalam arti sempit, yaitu eksekutif akan
tetapi keseluruhan aspek dan jaringn penyelenggaraan negara bahkan
menyangkut pula aktifitas organisasi yang dilakukan oleh masyarakat.
Kedua, kata governance mewakili keseluruhan proses dalam suatu tatanan,
bukan hanya pada kelembagaan yang diwakili kata goverment, maka good
governance sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi tata
kepemerintahan yang baik, tujuan good governance tidak hanya
pemerintahan yang bersih, tetapi juga harus memenuhi standar-standar
kebaikan tertentu.'®

Dalam sistem negara modern dewasa ini sistem kekuasaan dalam
kehidupan bersama biasa dibedakan dalam tiga wilayah atau domain yaitu
negara (state), Pasar (market) dan masyarakat (civil society). Ketiga domain
kekuasaan tersebut memiliki logika dan hukumnya sendiri. Muncullah
paradigma baru pemerintahan yang melakukan penemuan kembali
(reinventing goverment) dengan pemilahan tugas-tugas yang lebih tepat
ditangani pemerintah dengan tugas-tugas yang sewajarnya diserahkan

kepada pasar dan masyarakat sipil. Tujuan dari paradigma tersebut adalah

105 Miftah Thoha. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta. 2004,hal 78

196 jhat Jimly Ashiddgie, Etika Birokrasi, Penegakan Hukum, dan Good Governance, disampaikan
dalam seminar Nasional dalam Rangka HUT Ke 31 KORPRI, di Jakarta 4 November 2002, hal.1
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(@). Mendudukan peran pemerintah lebih sebagai katalisator, legulator,

fasilitator, pengarah, pembina, dan pengawas penyelenggaraan urusan

pemerintah, (b) perlindungan HAM dan pelaksanaan demokrasi, (c)

pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan, dan (d)

penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum,

keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.*’
Dari aspek pemerintahan, Good Governance dapat dilihat melalui
aspek:

a. Hukum/kebijakan,ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik,
dan ekonomi

b. Kompetensi administrasi dan transparansi, kemampuan membuat
perencanaan dan melakukan implementasi secara efesien,kemampuan
melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model
administratif, keterbukaan informasi.

c. Desentralisasi, desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam
depertemen.

d. Penciptaan pasar yang kompetitif, penyempurnaan mekanisme pasar,
peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta,
deregulasi, dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan
makro ekonomi.'%®
Wujud Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara

yang solid, bertanggung jawab, efektif, dan efesien dengan menjaga

kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta,
dan masyarakat. Oleh karena itu Good Governance meliputi sistem
administrasi negara, maka upaya mewujudkan Good Governance juga

197 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Clean Goverment dan Good Governace untuk
Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik, Jakarta 2005, him 2
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merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara
yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.'®

Untuk lebih jelasnya, berikut ni adalah prinsip/asas Good Governance
menurut Peraturan Perundang-undangan, beberapa lembaga dan pakar
(berdasarkan urutan waktu)

Tabel 2.1
Prinsip Good Governance menurut Bhatta, Gambir, Tahun 1996

No Prinsip

Akuntabilitas (Accountability)

Transparansi (Transparency)

Keterbukaan (Openness)

Kepastian Hukum (Rule of Law)

Manajemen Kompetensi (Management od Competency)
Hak Asasi Manusia (Human Rights)

©n CgEs @9 [\ [=

Tabel 2.2
Prinsip Good Governance menurut UNDP (United Nation Development Programme),
Tahun 1997

Z
o

Prinsip

Partisipasi (Participation)

Kepastian Hukum (Rule of law)

Transparansi (Tranparency)

Tanggung jawab (Responsiveness)

Berorientasi pada kesepakatan (Consensus Orientation)
Keadilan (Equity)

Efektifitas dan Efesiensi (Effectiveness and Effeciency)
Akuntabilitas (Accountability)

Visi Strategik (Strategic Vision)

© oglCRF Q) TSRO TR

Tabel 2.3
Asas Good Governance menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

No Asas Penjelasan

1. | Kepastian Hukum Mengutamakan landasan peraturan

109 Sedarmayati, Ibid hal 283

Peran sekretariat...,Arif Usman,FHUI,2011 Universitas Indonesia



55

perundang-undangan, kepatutan,
dan  keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggaraan negara

2. | Tertib Penyelenggaraan Negara Mengutamakan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan
dalam pengendalian dan
penyelenggaraan negara

3. | Kepentingan Umum Mendahulukan kesejahteraan

umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif, dan selektif.

4. | Keterbukaan Membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan
tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan
atas hak asasi pribadi, golongan,
dan rahasia negara.

5. | Proposionalitas Mengutamakan keseimbangan
antara  hak dan kewajiban
penyelenggara negara

6. | Profesionalitas Mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang belaku

7. | Akuntabilitas Setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus dapat

dipertanggungjawabkan  kepada
masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi
negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Tabel 2.4
Prinsip Good Governance Menurut Prof.Dr. H. Tjokroamidjojo, Bintoro,MA, tahun 2000

No Prinsip
1. | Akuntabilitas (Accountability)

2. | Transparansi (Transparency)

3. | Keterbukaan (Openness)

4. | Kepastian hukum (Rule of Law)

5. | Jaminan (Fairness, a level playing field)
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Tabel 2.5
Prinsip Good Governance Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara),
Tahun 2003

o

Prinsip

Akuntabilitas
Transparansi
Kesetaraan
Supremasi Hukum
Keadilan
Partisipasi
Desentrallisasi
Kebersamaan
Profesionalitas
Cepat Tanggap
Efektif dan Efisien
Berdaya Saing

e =
MR ©PNDTEWN P

Tabel 2.6
Prinsip Good Governance Menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata
Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Tahun 2005 (hasil revisi)

No Prinsip Indikator Minimal
1. | Wawasan Ke Depan - Adanya visi dan startegi yang jelas dan
(Visionary) mapan dengan menjaga kepastian hukum

- Adanya kejelasan setiap tujuan kebijakan
- Adanya dukungan dari pelaku untuk
mewujudkan visi

2. | Keterbukaan dan - Tersedianya informasi yang memadai
Transparansi (Openness pada setiap proses penyusunan dan
and Transparency) implementasi kebijakan publik

- Adanya akses pada informasi yang siap,
mudah dijangkau, bebas diperoleh dan

tepat waktu.
3. | Partisipasi Masyarakat | - Adanya pemahaman penyelenggara
(Participation) negara tentang proses/metode
partisipatif.

- Adanya pengambilan keputusan yang
didasarkan atas konsensus bersama.

4. | Tanggung Gugat - Adanya kesesuaian antara pelaksanaan
(Accountability) dengan standar prosedur pelaksanaan
- Adanya sanksi yang ditetapkan pada
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setiap kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan

5. | Supremasi Hukum Adanya kepastian dan penegakan hukum
(Rule of Law) Adanya penindakan terhadap setiap
pelanggar hukum
Adanya pemahaman mengenai
pentingnya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan
6. | Demikrasi (democracy) Adanya kebebasan dalam menyampaikan
aspirasi dan berorganisasi
Adanya kesempatan yang sama bagi
anggota masyarakat untuk memilih dan
membangun konsensus dalam
pengambilan keputusan kebijakan publik
7. | Profesionalisme dan Berkinerja tinggi
Kompetensi Taat Asas
(Profesionalism and Kreatif dan inovatif
Competency) Memiliki kualitas di bidangnya
8. | Daya Tanggap Tersedianya layanan pengaduan dengan
(Responsiveness) prosedur yang mudah dipahami oleh
masyarakat
Adanya tindak lanjut yang cepat dari
laporan dan pengaduan
9. | Keefisienan dan Terlaksananya administrasi
Keefektifan (Efficency penyelenggara negara yang berkualitas
and Effectiveness) dan tepat sasaran dengan penggunaan
sumber daya yang optimal
Adanya perbaikan berkelanjutan
Berkurangnya tumpang tindih
penyelenggaraan fungsi organisasi/unit
kerja
10. | Desentralisasi Adanya kejelasan pembagian tugas dab
(Decentralization) wewenang dalam berbagai tingkatan
jabatan
11. | Kemitraan dengan Adanya pemahaman aparat pemerintah

dunia usaha swasta dan
masyarakat (Private
Sector and Civil Society
Partnership)

tentang pola-pola kemitraan

Adanya lingkungan yang kondusif bagi
masyarakat kurang mampu  untuk
berkaraya

Terbukanya kesempatan bagi masyarakat
atau dunia usaha swasta untuk turut
berperan dalam penyediaan pelayanan
umum

Peran sekr